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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten kediri nomor 07 tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan pengertian Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) adalahbadanusaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desamelalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa 

pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat Desa.
1
Sedangkan menurut peraturan pemerintah Republik 

Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 

menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan 

hukum,
2
 bukan lagi badan usaha. 

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes)denganlembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
3
 

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama 
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari 

masyarakat(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil) 
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar 

dari budaya lokal (local wisdom); 
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil 

informasi pasar 
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui 

kebijakan desa (village policy); 
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; 
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7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, 

BPD, anggota). 

Pengaturan BUM Desa berdasarkan atas asas : 

1. gotong royong; 

2. kekeluargaan; 

3. musyawarah mufakat; 

4. keberlanjutan; 

5. kemandirian; 

6. transparan; dan/ atau 

7. dapat dipertanggung jawabkan (akuntable).
4
 

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu : 

1. meningkatkan perekonomian Desa; 

2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

Desa; 

3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi Desa; 

4. mengembangkan rencana keq'a sama usaha antar desa dan/atau 

denganpihak ketiga; 

5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhanlayanan umum warga; 

6. membuka lapangan kerja; 

7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 

pelayananumum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; 

dan 

8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 

Desa.
5
 

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar 

dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama olehpemerintah desa, 
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anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, danmasyarakat. Terdapat 6 

(enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: 

1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesharus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demipengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 

harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan 

dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha 

BUMDes.
6 

3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes 

harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan 

agama. 
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah dan terbuka. 
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 

jawabkan secara teknis maupun administratif. 
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 

dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
7 

Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), aktivitas 

yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi: 

1. Mendisain struktur organisasi. 
2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan) 
3. Menetapkan sistem koordinasi 
4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga 
5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes 
6. Menyusun desain sistem informasi 
7. Menyusun rencana usaha (business plan) 
8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan 
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9. Melakukan proses rekruitmen 
10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

8 
Karakteristik Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) 

1. Berbentuk Badan Hukum 

2. Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, 

danperdagangan) 

3. Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan 

masyarakatdengan perbandingan 51% dan 49%. 

4. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa 

5. Menjadi salah satu sumber pendapatan Desa. 

6. Memberikan layanan pada masyarakat.
9
 

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat 

kepada masyarakat, Unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, 

budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara 

hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat. 

2. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal 

3. Jaringan distribusi dan perdagangan 

4. Layanan jasa keuangan 

5. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, 

elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman. 

6. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan 

7. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.
10

 

Landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :
11 

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
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2. PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2015 tentang PeraturanPelaksanaan Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa. 

4. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan danPengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik 

Desa; 

5. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset 

Desa; 

6. Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama 

Desa BidangPemerintahan Desa; 

7. Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; 

8. Perbup tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan 

Usaha MilikDesa; 

9. Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa; 

10. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa 

Bersama. 

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa dan Tahun 2020.
12

 Macam-macam status desa terdiri dari : 

1. Desa Mandiri adalahDesa maju yang memilikikemampuan 

melaksanakan pembangunan Desauntuk peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupansebesar besarnya kesejahteraan masyarakat 
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Desadengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologisecara 

berkelanjutan. 

2. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, 

ekonomi dan ekologi, serta kemampuanmengelolanya untuk 

peningkatan kesejahteraanmasyarakat Desa, kualitas hidup 

manusia, danmenanggulangi kemiskinan. 

3. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadiDesa Maju, yang 

memiliki potensi sumber daya sosial,ekonomi, dan ekologi tetapi 

belum mengelolanyasecara optimal untuk peningkatan 

kesejahteraanmasyarakat Desa, kualitas hidup manusia 

danmenanggulangi kemiskinan. 

4. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensisumber daya 

sosial, ekonomi, dan ekologi tetapibelum, atau kurang 

mengelolanya dalam upayapeningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa, kualitashidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam 

berbagai bentuknya. 

5. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalamikerentanan 

karena masalah bencana alam,goncangan ekonomi, dan konflik 

sosial sehingga tidakberkemampuan mengelola potensi sumber 

dayasosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalamikemiskinan 

dalam berbagai bentuknya. 

B. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa (BUM Desa) 

Ruang lingkup peraturan ini mengatur ketentuan tentang BUM Desa 

yangmeliputi: 

1. Pendirian BUM Desa; 

2. Pengelolaan BUM Desa; 

3. Permodalan BUM Desa; 

4. Pengembangan Kegiatan Usaha BUM Desa; 

5. Jenis Usaha BUM Desa; 

6. Kerjasama Dengan pihak Ketiga; 
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7. Pembubaran BUM Desa; 

8. Laporan Pertanggung Jawaban BUM Desa; 

9. Pembinaan dan pengawasan; 

10. Pembiayaan; 

11. Ketentuan Peralihan; dan 

12. Ketentuan penutup.
13

 

1. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
14

 

1) Atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan 

musyawarah desa; 

2) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat; 

3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam 

pemenuhan kebutuhan pokok; 

4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, terutama kekayaan desa; 

5) tersedianya sumber daya manusia yang m€rmpu mengelola 

badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat 

desa; 

6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan 

ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsia-l dan 

kurang terakomodasi; 

7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan 

asli desa; dan 

8) Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk 

pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola 

sebagai bagian dariusaha BUM Desa. 
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Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa 

meliputi : 

1) pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosiat 

budayamasyarakat; 

2) organisasi pengelola BUM Desa; 

3) modal usaha BUM Desa; dan 

4) AD/ART BUM Desa.
15

 

Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui 

Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badankerja sama 

antar-Desa yang terdiri dari: 

1) Pemerintah Desa; 

2) anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

3) lembaga kemasyarakatan Desa; 

4) lembaga Desa lainnya; dan 

5) tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan 

gender.
16

 

b. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi 

Pemerintahan Desa, organisasi BUM Desa adalah milik pemerintah 

desa dan bukan milik kelompok/perorangan, serta BUM Desa 

memiliki AD/ART. 

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 

memuat rincian : 

1) Nama dan tempat kedudukan; 

2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; 

3) Jangka waktu berdirinya; 

4) Permodalan dan klasifikasi saham; 

5) organ dan kepengurusan; 
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6) tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian pengelola 

BUM Desa; 

7) tatacara pembagian dan penggunaan keuntungan; dan/atau 

8) ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan 

peraturanperundang-undangan.
17

 

Anggaran Rumah rangga sebagaimana dimaksud sekurang-

kurangnya memuat rincian : 

1) Hak dan kewajiban pengurus; 

2) Masa bakti kepenguru san; 

3) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pengurus; 

4) Penetapan operasional jenis usaha; dan 

5) Sumber permodalan.
18

 

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: 

1) Penasihat; 

Penasihat berkewajiban : 

a) memberikan nasihat kepada pelaksana operasional 

dalam melaksanakanpengelolaan BUM Desa; dan 

b) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang 

dianggappenting bagi pengelolaan BUM Desa. 

c) melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus 

atas kebijalanpengumsan dan pelaksanaan kegiatan 

usaha BUM Desa; dan 

d) mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi 

gejala/indikasi menurunnyakinerja direksi BUM Desa.
19

 

Penasihat berwenang : 

a) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional 

mengenai persoalanyang menyangkut pengelolaan usaha 

Desa; dan 
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b) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat 

menurunkankinerja BUM Desa. 

2) Pelaksana Operasional 

Pelaksana Operasional berkewajiban : 

a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar 

menjadi lembaga yangmelayani kebutuhan ekonomi 

dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; 

b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi 

Desa untukmeningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan 

c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

perekonomian Desalainnya.
20

 

Pelaksana Operasional berwenang : 

a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha 

BUM Desa setiapbulan; 

b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit 

usaha BUM Desasetiap bulan; 

c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha 

BUM Desa kepadamasyarakat Desa melalui 

Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua)kali 

dalam 1 (satu) tahun; dan 

d) mewakili BUMDes baik di dalam dan di luar 

pengadilan.
21

 

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: 

a) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; 

b) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun; 

c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian 

terhadap usahaekonomi Desa; dan 

                                                             
20 Ibid. 
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d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah 

Aliyah/SMK atau sederajat;
22

 

3) Pengawas 

Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari: 

a) Ketua; 

b) Wakit Ketua merangkap anggota; 

c) Sekretaris merangkap anggota; dan 

d) Anggota. 

Pengawas berwenang mengadakan rapat umum pengawas 

untuk: 

a) pemilihan dan pengangkatan pengurus 

b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari 

BUM Desa;dan 

c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja 

PelaksanaOperasional.
23

 

c. Permodalan dan Pengembangan Kegiatan Usaha Badan Usaha 

Milik Desa (BUMdes) 

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa, Modal 

BUM Desa terdiri atas: 

1) Penyertaan modal Desa;  

a) dana segar; 

b) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi 

kemasyarakatan dan/ ataulembaga donor yang disalurkan 

melalui mekanisme APB Desa; 

c) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

PemerintahDaerah Kabupaten yang disalurkan melalui 

mekanisme APB Desa; 

d) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi 

kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan 

                                                             
22 Ibid, 12. 
23 Ibid, 13. 
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sebagaikekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui 

mekanisme APB Desa; 

e) aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan 

ketentuanperaturan perundang-undangan tentang aset desa. 

2) Penyertaan modal masyarakat Desa.Penyertaan modal 

masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau 

simpananmasyarakat.
24

 

PengembanganKegiatan UsahaBadan Usaha Milik Desa 

(BUMdes) dapat menerima dari : 

1) Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; 

dan; 

2) Mendirikan unit usaha BUM Desa. 

d. Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang 

memberikanpelayanan umum kepada masyarakat dengan 

memperoleh keuntunganfinansial. Unit usaha dalam BUM Desa 

dapatmemanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat 

guna, meliputi: 

a) air minum Desa; 

b) usaha listrik Desa; 

c) lumbung pangan; dan 

d) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
25

 

2) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang 

meliputi: 

a) alat transportasi; 

b) perkakas pesta; 

c) gedung pertemuan; 

d) rumah toko: 

e) tanah milik BUM Desa; dan 

                                                             
24

Ibid, 14. 
25

Ibid. 
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f) barang sewaan lainnya.
26

 

3) BUM Desa dapat menjalankan bisnis perantara meliputi : 

a) jasa pembayaran listrik; 

b) pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan 

masyarakat; dan 

c) jasa pelayanan lainnya. 

4) BUM Desa dapat menjalankan bisnisyang berproduksi dan/atau 

berdagang barang-barang tertentu meliputi : 

a) pabrik es; 

b) pabrik asap cair; 

c) hasil pertanian; 

d) sarana produksi pertanian; 

e) sumur bekas tambang; dan 

f) kegiatan bisnis produktif lainnya.
27

 

5) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan meliputi : 

a) Badan Kredit Desa (BKD),  

b) Usaha Peningkatan pendapatan KeluargaPemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK),  

c) simpan pinjam programPenanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) dan lain-lain dapat menjadiusaha di BUM 

Desa.
28

 

e. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 

BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa 

atau 

lebih.Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam 

naskah perjanjian kerjasama palingsedikit memuat: 

1) subyek kerjasama; 

2) obyek kerjasama; 

3) jangka waktu; 
                                                             
26

Ibid, 15. 
27

Ibid. 
28

Ibid, 16. 
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4) hak dan kewajiban; 

5) pendanaan; 

6) keadaan memaksa; 

7) pengalihan aset ; dan 

8) penyelesaian perselisihan.
29

 

f. Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)dapat dibubarkan apabila : 

1) rugi terus-menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 

2) perubahan bentuk badan hukum; 

3) adanya ketentuan peraturan yang lebih tingg, yang menyatakan 

BUMDesa tersebut harus dibubarkan; dan 

4) BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
30

 

g. Laporan Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungiawaban sekurang-kurangnya memuat tentang: 

1) laporan keuangan 

2) neraca rugi laba usaha; 

3) perkembangan aset BUM Desa; dan 

4) daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Desa kepada 

pihak ketiga.
31

 

h. Pembinaan, Pengawasan, dan PembiayaanBadan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) 

1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta 

pelatihanteknis terhadap manajemen BUM Desa.Dalam 

melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan 

teknispengelolaan manajemen BUMDes, Bupati dapat 

melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada SKPD yang terkait. 

2) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui 

musyawarah desamelakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

                                                             
29

Ibid, 18. 
30

Ibid, 19. 
31

Ibid. 
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BUM Desa.BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor 

independen untukmelakukan audit terhadap pelaksanaan dan 

pengelolaan BUM Desa yangdilaksanakan secara berkala setiap 

masa jabatan kepengurusan dan/ataupada saat yang diperlukan. 

Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM 

Desa.
32

 

3) Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan 

danpengawasan BUM Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah dibebalkanpada APBD.Segala pembiayaan yang timbul 

dalam rangka pendirian BUM Desa olehPemerintah Desa 

dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
33

 

C. Manajemen Syariah 

Menurut Zainil Ghulam,
34

manajemen syariah adalah segalasesuatu 

yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yangdiwarnai 

dengan aturan al-Quran, al-Hadis dan beberapa contoh yangdilakukan oleh 

para sahabat. Sedangkan pengertian manajemen syariah menurut Ismail 

Nawawi,
35

 manajemen (idarah/tadbir) adalah suatu aktivitas khusus yang 

menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan 

personal,perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan 

dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan, tujuannya adalah agar 

hasil-hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran QS. As-Sajdah (32): 5 : 

 ٌَ وٖ كَب إٔ ِّ فًِ ٌَ أٍ شُجُ إنَِ عِ ثىَُّ ٌؼَأ سَأ بءِٓ إنِىَ ٱلۡأ ًَ ٍَ ٱنضَّ شَ يِ يَأ ٌذَُبِّشُ ٱلۡأ

 ٌَ ٔ ب حؼَُذُّ ًَّ فَ صَُتَٖ يِّ ذَاسُُِٓۥ أنَأ  ٘يِمأ

5.Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu. (QS. As-Sajdah (32): 5) 

                                                             
32

Ibid, 20. 
33
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34

Zainil Ghulam, “Paradigma Manajemen Syari’ah”.,172. 
35
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Dapat dijelaskan dalam ayat diatas mengandung pengertian mengatur 

urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik ke langit, hal ini 

merupakan tamsil untuk menampakkam keagungan Allah SWT. Perihalnya 

sama dengan seorang raja yang mengeluarkan perintahnya kemudian 

perintah raja itu diterima oleh para pembantunya untuk dilaksanakan sesuai 

dengan instruksi raja. Sehingga pada konteks ini, hal tersebut dapat menjadi 

tamsil kepada para manajer di tingkat atas terhadap bawahannya.
36

 

Selain itu juga dijelaskan dalam surah Ash-Shaff:4 

طُٕصٞ  شأ ٍٞ يَّ ٍََٰ أُ ىُ بُ ب كَأَََّٓ ٌَ فًِ صَبٍِهۦِِّ طَفّّٗ خهُِٕ ٍَ ٌمََُٰ َ ٌحُِبُّ ٱنَّزٌِ ٌَّ ٱللََّّ  ٗإِ

4.Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh. (QS. Ash-Shaff (61): 4). 

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara 

mendapakatkan transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah 

SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar 

dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan 

dalam ajaran Islam. 

Menurut Didin dan Hendri, manajemen bisa dikatakan telah 

memenuhi syariah bila: 
37

 

1. Manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-

nilai keimanan dan ketauhidan. 

2. Manajemen Syariah pun mementingkan adanya struktur 

organisasi. Karena peranan manusia tidak akan sama. 

3. Manajemen Syariah membahas soal sistem, sistem ini disusun 

agar perilaku-perilaku di dalamnya berjalan dengan baik. 

Menurut Sunarji Harahap, Sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang 

dalam manajemen adalah: 

                                                             
36
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1. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan 

selalutanggap dalam hal apapun (Al Mujadilah: 11). 

2. Bertindak adil, jujur dan konsekuen (An Nisa: 58). 

3. Bertanggung jawab (Al-An’am: 164). 

4. Selektif dalam memilih informasi (Al Hujurat: 6). 

5. Memberikan peringatan (Adz-Dzariyat: 55). 

6. Memberikan petunjuk dan pengarahan ( QS As-Sajdah: 24 ) 

Prinsip-prinsip manajemen syariah, menurut Ahmad 

Djalaluddin,berlandaskan pada : legalitas dan obyektifitas 

perencanaan,realistis dalam mengambil keputusan, memprtimbangkan 

potensi sumberdaya manusia yang dimiliki, syura untuk mengoptimalkan 

pengambilankeputusan, ditribusi tugas, efektifitas taudhif (pengangkatan 

pegawai),itqan (optimal) dalam kerja dan ihsan dalam prestasi, motivasi 

dandorongan untuk berprestasi.
38

 

1. Fungsi-Fungsi Manajemen Syariah 

Manajemen memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan pencapaian 

tujuan. Parailmuan memiliki beragam pendapat tentang fungsi-fungsi 

manajemen atau juga disebutdengan unsur-unsur manajemen, untuk 

memahami fungsi manajemen meneurut para ahli perhatikan tabel berikut 

:
39

 

Tabel 2.3 

Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli 

G.R TERRY JOHN F. MEE 
LOUIS A. 

ALLEN 
MC. NAMARA 

Planning Planning Leading Planning 

Organizing Organizing Planning Programming 

Actuating Motivating Organizing Budgeting 

Controlling Controlling Controlling System 

    

HENRY 

FAYOL 

HAROLD 

KOONTZ dan 

CYRIL 

S.P SIAGIAN 
OEY LIANG 

LEE 

                                                             
38

Ahmad Djalaluddin, Manajemen Qur‟ani (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 5-12. 

39
Badrudin, Dasar-dasar Manajemen (Bandung : Alfabeta, 2014), 14. 
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O’DONNEL 

Planning Planning Planning Planning 

Organizing Organizing Organizing Organizing 

Commanding Staffing Motivating Directing 

Coordinating Directing Controlling Coordinating 

Controlling Controlling Evaluating Controlling 

    

W.H. 

NEWMAN 

LUTHER 

GULLICK 

LYNDALL F. 

URWICK 

JOHN D. 

MILLET 

Planning Planning Forecasting Directing 

Organizing Organizing Planning Facilitating 

Assembling 

Resourses 

Staffing Organizing  

Directing Directing Commanding  

Controlling Coordinating Coordinating  

 Reporting Controlling  

 Budgeting   

Sumber : Badrudin, Dasar-dasar Manajemen, data diolah. 

Menurut Effendy,dan EK.Mochtar, dalam jurnal yang ditulis Zainarti 

menjelaskan Fungsi-Fungsi Manajemen Syariah sebagi berikut :
40

 

a. Planning 

Perencanaan merupakanproses mendefinisikan tujuan 

organisasi, membuat strategi untukmencapai tujuan, dan 

mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
41

 Perencanaan 

merupakan proses paling penting dalam fungsi manajemen, karena 

semua kegiatan suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik 

apabila tidak didahului dengan perencanaan yang matang. 

Terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan : 

1) Tahap pertama yaitu menentukan tujuan atau serangkaian 

tujuan 

2) Tahap kedua merumuskan atau menjabarkan kondisi pada saat 

ini 

3) Tahap ketiga mengidentifikasi peluang dan kelemahan  

                                                             
40

Zainarti, “Manajemen Islami Perspektif Al-Quran”, Jurnal Iqra’, Vol. 8, No. 1 (2014), 51. 
41

Muhammad Akmansyah, “Perencanaan Dalam Perspektif Manajemen Islam (Telaah Al-Quran 

Surat Al-Anfal : 08 ayat 60)”, Al-Idarah, Vol 5, No 1 (2015), DOI : 10.24042/alidarah.v5i1.753, 
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4) Tahap keempat mengembangkan rencana atau beberapa 

kegiatan dalam mencapai tujuan.
42

 

Perencanaan merupakan acuan yang harus dibuat baik itu 

dalam organisasi pada umumnya ataupun organisasi dengan 

menggunakan sistem secara syariah. Oleh sebab itu perencanaan 

merupakan Sunnahtullah dalam bidang manajemen. Sebagaimana 

dijelaskan pada Al-Quran sebagai berikut : 

بَ ٱنَّزٌِ ٓأٌَُّٓ ب لذََّيَجأ نغَِذٖٖۖ ٌََٰ شٞ يَّ خَُظشُأ َفَأ نأ َٔ  َ ٍَ ءَايَُُٕاْ ٱحَّمُٕاْ ٱللََّّ

  ٌَ هُٕ ًَ ب حؼَأ ًَ  بِ
َ خَبٍِشُُۢ ٌَّ ٱللََّّ ََۚ إِ ٱحَّمُٕاْ ٱللََّّ َٔٔ١  

18.  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS : Al-Hashr: 18).
43

 

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa seorang 

muslim hendaknya senantia mengistropeksi diri sendiri pada saat 

ini dan membuat perencanaan untuk persiapan di hari esoknya. 

Apabila dikaitkan dengan fungsi manajemen pada ayat tersebut 

menjelaskan bahwasanya perencanaan yang baik yaitu selalu 

melihat dan mempertimbangkan kondisi waktu pada masa lalu, 

masa kini dan masa yang akan datang.  

Selain dari makna ayat tersebut juga dapat dipahami dari 

makna hadis Nabi Muhammad SAW berikut: 

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka 

pikirkanlah akibatnya,maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah 

                                                             
42

Danial Thaib, “Fungsi Manajemen dalam Organisasi”, Mediastima, No. 2 (2008), 5. 

43
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dan jika perbuatan itu jelek, makatinggalkanlah” (H.R. Ibnu 

Mubarak).
44

 

Dari ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk 

secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan 

dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk 

mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini 

manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan 

dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik.
45

 

Perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan 

datang denganwaktu, metode tertentu. Sebagaimana Nabi telah 

bersabda: 

Artinya: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika 

melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, 

terarah, jelas, dan tuntas). (HR. Thabrani). 

Dalam Al-Quran Allah Berfirman : 

جَ فٱََظَبأ  غَب ٧فإَرَِا فشََغأ إنِىََٰ سَبِّكَ فٱَسأ َٔ١ 

7.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 

8.dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS. 

Al-Insyirah (94): 7-8). 

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus 

mempertanggungjawabkannya. Agama mengajarkan umatnya 

untuk membuat perencanaan yang matang danitqan, karena setiap 

pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan 

yangbaik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan 
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disenangi oleh Allah. Tentunyapenilaian yang paling utama hanya 

penilaian yang datangnya dari Allah SWT. 

b. Organizing 

Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya dalam 

tahapan fungsi manajemen setelah perencanaan, menurut 

Goerge.R.Terry yang menyebutkan dalam bukunya Principles of 

Management, pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, 

dan penyusunan macam-macamkegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), 

terhadapkegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor physik 

yang cocok bagi keperluan kerja danpenunjukkan hubungan 

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam 

hubungannyadengan pelaksanaan setiap kegiatan yang 

diharapkan.
46

 

Sedangkan untuk struktur organisasi akan 

memperlihatkansusunan fungsi-fungsi,departemen-departemen, 

atau posisi-posisi yang ada dalam organisasiyang menunjukan 

hubungan kerja antara yang satu dengan yanglain. Satuan-satuan 

organisasi yang terpisah biasanya digambarkandengan kotak-kotak 

yang dihubungkan satu dengan yang laindengan garis lurus yang 

nenunjukan garis perintah kalau dilihat dariatas, dan garis 

pertanggung jawaban kalau dilihat dari bawah.
47

 

Struktur suatu organisasi paling tidak menggambarkan aspek-

aspek penting sebagaimana akan dijelaskan dalam ringkasan 

berikut : 

1) Tergambar adanya pembagian kerja. 

2) Tergambar adanya posisi manajer dan bawahan, yang 

menunjukan 
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hubungan wewenang dan tanggung jawab anatara atasan dan 

bawahan. 

3) Tergambar adanya tipe pekerjaan yang dilaksanakan. 

4) Tergambar pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, atas 

dasar 

fungsional, divisional, atau departementalisasi. 

5) Tergambar tingkatkeseluruhanhirarki manajemen.
48

 

Pengorganisasian dalam islam dapat dijelaskan dalam firman 

Allah SWT berikut : 

 ِ جَ ٱللََّّ ًَ كُشُٔاْ َؼِأ
ٱرأ َٔ  

َۚ
لُٕاْ لََ حفَشََّ َٔ ب  ٍؼّٗ ًِ ِ جَ مِ ٱللََّّ ٕاْ بحَِبأ ًُ خظَِ ٱػأ َٔ

ذَآءّٗ  كُىأ إرِأ كُُخىُأ أػَأ أٍ  ٖٓٔ .....ػَهَ

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-

musuhan...(QS. Ali-Imran : 103) 

Disamping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib 

membuat statemen yang terkenal yaitu: 

artinya: kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat 

dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.
49

 

Pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi harus dilakukan 

dengan amanah dan profesional. Artinya tugas yang diberikan kepada 

seseorang 

atau pada suatu kelompok kerja harus sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinyadan bukan semata-mata karena hubungan tertentu. Artinya 

penugasan harusdisesuaikan dengan kemampuan orang yang diberi tugas 

agar tugas yangdiberikan dapat dilaksanakan dengan baik.
50
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ى الله عليه صلعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله

ة .قال كيف إضاعتها يا سلم إذا ضيعت الأمانة فانتظرالساعو

 .؟ قال إذاأسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعةرسول الله

Artinya: Rasulullah saw., bersabda:apabila amanah telah dicabut 

makatunggulah kehancuran (kiamat), AbuHurairah bertanya 

bagaimana dicabutnyaamanah ya Rasulullah? Nabi 

menhawab:apabila sesuatu telah diserahkan kepadayang bukan 

ahlinya maka tunggulahkehancuran.
51

 

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada 

sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk 

menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan 

organisasi.
52

 sebagaimana firman Allah SWT : 

 ِ جَ ٱللََّّ ًَ كُشُٔاْ َؼِأ
ٱرأ َٔ  

َۚ
لُٕاْ لََ حفَشََّ َٔ ب  ٍؼّٗ ًِ ِ جَ مِ ٱللََّّ ٕاْ بحَِبأ ًُ خظَِ ٱػأ َٔ

ذَآءّٗ  كُىأ إرِأ كُُخىُأ أػَأ أٍ  ٖٓٔ.....ػَهَ

103.Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-

musuhan...(QS. Ali-Imran : 103) 

Ayat diatas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan 

orang-orang yangbisa diorganisir dengan baik. Maka hendaknya 

bersatu-padulah dalam bekerja danmemegang komitmen untuk 

menggapai cita-cita dalam satu payung organisasi 

dimaksud.Kinerja bersama dalam organisasi disesuaikan dengan 

kemampuan yang dimilikioleh masing-masing individu. 

Menyatukan langkah yang berbeda tersebut perlu 
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ketelatenanmengorganisir sehingga bisa berkompetitif dalam 

berkarya. Disamping ayat di atas, 

Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat statemen yang terkenal 

yaitu: 

artinya: kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat 

dikalahkan oleh kebatilanyang diorganisasi dengan baik. 

Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis 

untuk dijadikan rujukanumat Islam. Hancurnya suatu institusi 

yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranahorganisasi 

dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal.
53 

c. Actuating dan Directing 

Fungsi actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau 

organisasiyang tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat 

dikelompokkan dalamfungsi ini adalah directing, commanding, 

leading dan coordinating.
54

 Selain itu didalam actuating juga 

terdapat motivating, untuk memberikan penggerakan dankesadaran 

terhadap dasar dari pada pekerjaan yang akan dilakukan, yaitu 

menujutujuan yang telah ditetapkan disertai dengan memberi 

motivasi-motivasi baru,bimbingan atau pengarahan, sehingga 

menimbulkan kesadaran dan kemauanuntuk bekerja dengan tekun 

dan baik.
55

 

Secara realitas, pelaksanaan atau pengarahan dapat dilakukan 

sevagai berikut : 

1) Memberikan dan menjelaskan perintah, 

2) Memberikan petunjukpelaksanakan kegiatan, 

3) Memberikan kesempatan meningkatkanpengetahuan, 

keterampilan atau kecakapan dan keahlian agar lebih efektif 

dalammelaksanakan berbagai kegiatan organisasi, 
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4) Memberikan kesempatan ikutserta menyumbangkan tenaga 

dan fikiran untuk memajukan organisasiberdasarkan inisiatif 

dan kreativitas masing-masing, 

5) Memberikankoreksi agar setiap personal melakukan tugas-

tugasnya secara efisien.
56

 

Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang Pelaksanaan atau 

pengarahan yaitu tertulis dalam QS Al-Baqarah ayat 213 : 

 ًِّ ُ ٱنَُّبِ حِذَةّٗ فبَؼََثَ ٱللََّّ ََٰٔ تّٗ  ٌَ ٱنَُّبسُ أيَُّ يُ كَب َٔ  ٍَ شٌِ ٌَ يُبشَِّ ۧۧ ٍَ ُزِسٌِ

خهَفَُٕاْ  ب ٱخأ ًَ ٍَ ٱنَُّبسِ فٍِ أٍ كُىَ بَ حَكِّ نٍِحَأ بَ بٱِنأ كِخََٰ أََزَلَ يَؼَٓىُُ ٱنأ َٔ

 ِّ  ...فٍِ

213.  Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul 

perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi 

peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang 

benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara 

yang mereka perselisihkan... 

Pada ayat diatas dapat dijelaskan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan perlu adanya seorang pemimpin yang bertugas dalam 

mengarahkan supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

Actuating merupakan tindakan pelaksanaan dari rencana yang 

dibuat. Pelaksanaan dilakukan setelah fungsi perencanaan sudah 

matang, sedangkan Directing atau pengarahan merupakansuatu 

proses bimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada 

anggota agar mereka dapat bekerja sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan.
57

Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 125 : 
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تِ  ًَ حِكأ
عُ إنِىََٰ صَبٍِمِ سَبِّكَ بٱِنأ ٓىُ ٱدأ ذِنأ جََٰ َٔ حَضَُتَِٖۖ  ػِظَتِ ٱنأ إٔ ًَ

ٱنأ َٔ

ٍ ػَمَّ ػٍَ صَبٍِهۦِِّ  ًَ هىَُ بِ َٕ أػَأ ٌَّ سَبَّكَ ُْ  إِ
ٍَُۚ ضَ ًَ أحَأ ِْ بٱِنَّخًِ 

 ٍَ خذٌَِ أٓ ًُ هىَُ بٱِنأ َٕ أػَأ ُْ َٕٔٔ٘ 

125.Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 

125) 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

fungsipengarahannya, pimpinan perusahaan diharapkan mampu 

untuk membuatperintah, memotivasi anggotanya dan menegur 

setiap kesalahan yang dilakukandengan cara yang baik dan 

mendidik. Agar pengarahan dapat berhasil, perlukiranya seorang 

atasan mengetahui aspek-aspek pengarahan.  

d. Controlling 

Pengawasan adalahkeseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan 

kegiatan operasionalguna menjamin bahwa berbagai kegiatan 

tersebut sesuai denganrencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
58

 

Teknik-Teknik Pengawasan yang DikembangkanPada zaman 

Khulafa al Rasyidinkhususnya sejakzaman khalifah Umar r.a telah 

dikembangkan beberapateknik pengawasan, terutama pengawasan 

terhadaporganisasi pemerintahan, diantaranya: 

1) Inspeksi  

khalifah mengambil kebijakan untukmelakukan pengawasan 

langsung melalui inspeksi(turun langsung) ke lokasi berbagai 

daerah gunamengecek bagaimana jalannya pemerintah kepada 
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paragubernur, dan untuk mendengar langsung 

keluhanmasyarakat mengenai kepemimpinan di 

wilayahtersebut.
59

 

2) Membuka diri untuk kepentingan rakyat (open house) 

Teknik ini dilakukan oleh khalifah Umar r.a untukmemberi 

contoh (keteladanan) bagi pegawai danpejabatnya untuk 

membuka diri, membuka pinturumahnya bagi rakyat yang 

membutuhkanpertolongannya.
60

 

3) Pengawasan publik 

pengawasan ini dilakukan olehmasyarakat yang bersumber dari 

ayat al-Qur’anberikut: 

شُٔفِ  ؼأ ًَ
ٌَ بٱِنأ يُشُٔ ٌأَأ َٔ شِ  أٍ خَ ٌَ إنِىَ ٱنأ ػُٕ تٞ ٌذَأ ُكُىأ أيَُّ خكٍَُ يِّ نأ َٔ

  ٌَ هحُِٕ فأ ًُ ئكَِ ْىُُ ٱنأ
ٓ نََٰ ْٔ أُ َٔ ُكَشَِۚ  ًُ ٍِ ٱنأ ٌَ ػَ إٔ َٓ أُ ٌَ َٔٔٓٗ 

104.  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung. (QS. Ali- Imran : 104) 

Sejarah membuktikan bahwa kepemimpinan seseorangtanpa 

adanya kontrol (pengawasan) akan membuahkankerusakan. 

Banyak pemimpin yang ketika mengawasikepemimpinannya 

dengan nilai-nilai leadership sepertirendah hati, adil, 

musyawarah, saling menasehati dansebagainya, Namun dalam 

perjalanannya ia bisa sajaberubah karena pengaruh kekuasaan 

yang serba enak,lalu ia berbuat banyak kesalahan.
61

 

4) Lembaga Hisbah 

merupakan badan/lembagapengawasan di bidang ekonomi dan 

perdagangandengan tugas-tugas sebagai berikut: mencegah 

tindakanmenunda-nunda dalam menunaikan hak dan 
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utang,mencegah tindak kemungkaran dalam muamalahseperti 

riba, jual beli yang batil, penipuan dalam jualbeli, kecurangan 

dalam harga, timbangan, ukuran dantakaran, mengawasi 

transaksi pasar, jalan umum danpenarikan pajak, dan 

sebagainya.
62

 

Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa kontrol yang utama 

ialah dari Allah SWT. 

عِٖۖ  سَأ يَب فًِ ٱلۡأ َٔ ثِ  ََٰٕ ًََٰ هىَُ يَب فًِ ٱنضَّ َ ٌؼَأ ٌَّ ٱللََّّ  ٧....أنَىَأ حشََ أَ

7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi?....(QS. Al-

Mujadilah : 7) 

Menurut Didin, pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua 

bagian yaitu pertama pengawasan dari dalam diri sendiri sehingga 

bisa memunculkan kontrol diri yang kuat, kedua yaitu pengawasan 

yang dilakukan dari luar diri sendiri misalkan pengawasan dari 

pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah 

didelegasikan, dan lain-lain. Selain itu pengawasan yang baik bisa 

dilakukan dengan memberikan hukuman apabila anggota 

melakukan pelanggaran dan imbalan apablila melakukan pekerjaan 

dengan baik.
63

 

e. Motivating 

Merupakan pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada 

anggota agar melakukan kagiatan secara suka rela sesuai dengan 

apa yang dikehendaki atasanya. Allah telah berfirman :  

ٍِ إلََِّ يَب صَؼَىَٰ  َضََٰ ِ شَ نلِۡأ أٍ أٌَ نَّ َٖٔ٣ 

39.dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm : 39) 
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ا ٌشََُِۥ شّٗ أٍ ةٍ خَ مبَلَ رَسَّ يَئزِٖ يِثأ إٔ ا  ٧نَٓبَ ٌَ ةٖ شَشّّٗ مبَلَ رَسَّ مأ يِثأ ًَ يٍَ ٌؼَأ َٔ

 ١ٌشََُِۥ

7.Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 

8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (QS. AZ-

Zalzalah : 7-8) 

Dari dua surah diatas dapat dijelaskan bahwasanya motivasi 

memang diperlukan dengan tujuan supaya bisa memberikan 

semangat atau dukungan sehingga akan berimbas dengan 

berubahnya seseorang menjadi lebih baik lagi. Selain itu dari surah 

di atas merupakan bentuk anjuran Islam bagi umat manusia untuk 

memiliki motivasi dalam menjalani hidup. Dengan tingginya 

semangat dan motivasi sebagaimodal awal dalam meraih 

kehidupan yang lebih cerah dan terarah.Dengan demikian bahwa 

planning yang menjadi acuan utama akan dengan mudahuntuk bisa 

direalisasikan, karena dengan berdasarkan agama, motivasi 

manusia tidak sekedarhanya menyelesaikan tuntutan duniawi saja, 

tetapi juga terhadap pertanggung jawabanukhrawinya.
64

 

f. Leading 

Yakni mengatur, memimpin segala aktifitas kepada tujuan. Dalam 

Al-Quran dan Hadist banyak membahas tentang kepemimpinan. 

Diantaranya firman Allah SWT dalam surat Al-An-am : 165 : 

غٖ  قَ بؼَأ إٔ ؼَكُىأ فَ سَفغََ بؼَأ َٔ عِ  سَأ ئفَِ ٱلۡأ
ٓ َٕ ٱنَّزِي جَؼَهكَُىأ خَهََٰ ُْ َٔ

كُىأ   كُىأ فًِ يَبٓ ءَاحىََٰ َٕ هُ بَأ جٖ نٍِّ  ٘ٙٔ ...دَسَجََٰ

165.Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 
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(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang 

diberikan-Nya kepadamu. (QS. Al-An’am : 165) 

Hadist Nabi SAW juga banyak yang membahas 

tentangkepemimpinan, diantaranya: 

Artinya: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan 

diminta pertanggungjawaban mengenai orang yang kamu pimpin. 

(HR Muslim)( Al-Jadid, Al Asri :1968) 
Dalam konsep ajaran Islam bahwa pemimpin tidak hanya terfokus 

kepada seorangyang memimpin institusi formal dan non formal. 

Tuntutan Islam lebih universal bahwakepemimpinan itu lebih 

spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup ia sebagai 

pemimpin,baik memimpin dirinya maupun kelompoknya. Dengan 

demikian, kepemimpinan dalamajaran Islam dimulai dari setiap 

individu. Setiap orang harus bisa memimpin dirinya daritaqarrub 

kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya. Apabila manusia sudah 

bisa memimpinorang lain. Disamping itu pertanggungjawaban 

pemimpin dalam konteks Islam tidak sertamerta hanya kepada 

sesama manusia, tetapi yang paling utama adalah 

pertanggungjawabankepada Khaliknya.
65

 

g. Evaluasi 

Evaluasi dalam proses pembelajaran mengandung maknayaitu: 

pengukuran (measurement) dan penilaian (evaluation).Sedangkan 

pendapat Suharsimi Arikunto adalah dalam evaluasidikenal 3 

istilah: pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Mengukuradalah 

membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuranbersifat 

kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusanterhadap 

sesuatu dengan ukuran baik-buruk. Penilaian bersifatkualitatif. 

Mengadakan evaluasi meliputi dua langkah tersebut 

yaitumengukur dan menilai.Sekalipun mengukur dan menilai 

terdapatperbedaan, keduanya sulit dipisahkan. Hal ini didasarkan 
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ataspemikiran bahwa pengukuran akan bermakna bila 

dihubungkandengan evaluasi. Sebaliknya evaluasi akan lebih tepat 

jika sudahdiadakan pengukuran-pengukuran sebelumnya.
66

 

1) Tujuan evaluasi dalam Al-Quran :
67

 

a) Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman 

terhadapberbagai macam problema kehidupan yang 

dihadapi, tercantumdalam al-Qur’an: 

 ٍَ ءٖ يِّ أً ََّكُى بشَِ َٕ هُ نَُبَأ َٔ ٍَ ضٖ يِّ َمَأ َٔ جُٕعِ 
ٱنأ َٔ فِ  إٔ خَ ٱنأ

  ٍَ بشٌِِ شِ ٱنظََّٰ بشَِّ َٔ ثِ   شََٰ ًَ ٱنثَّ َٔ ََفشُِ  ٱلۡأ َٔ لِ  ََٰٕ يَأ  ٘٘ٔٱلۡأ

155.  Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, 

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa 

dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada 

orang-orang yang sabar. 

b) Untuk mengetahui sejauh mana atau sampai dimana hasil 

pendidikan wahyu yang diaplikasikan Rasulullah saw 

kepada 

umatnya seperti tercantum dalam al-Qur’an: 

بِ أََبَ۠ ءَاحِ  كِخََٰ ٍَ ٱنأ ىٞ يِّ مَ أٌَ لبَلَ ٱنَّزِي ػُِذَُِۥ ػِهأ ٍكَ بۦِِّ لبَأ

زَا يٍِ  ا ػُِذَُِۥ لبَلَ ََْٰ خمَشًِّّ ب سَءَاُِ يُضأ ًَّ فكََُۚ فهََ كَ ؽشَأ أٍ حذََّ إنَِ ٌشَأ

ب  ًَ يٍَ شَكَشَ فإَََِّ َٔ  
فشُُٖۖ كُشُ أوَأ أكَأ ًٓ ءَأشَأ َِ َٕ هُ مِ سَبًِّ نٍِبَأ فؼَأ

ًّٞ كَشٌِىٞ   ٌَّ سَبًِّ غَُِ ِ يٍَ كَفشََ فإَ َٔ ِّٖۦۖ  ضِ كُشُ نُِفَأ  ٌٓٗشَأ

40.  Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al 

Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu 

sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat 

singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini 
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termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku 

bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan 

barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia 

bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa 

yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi 

Maha Mulia". 

2) Fungsi evaluasi organisasi :
68

 

a) Untuk mengetahui kinerja dari pengelolaan kegiatan usaha 

b) Alat pengukuran pencapaian organisasi 

c) Untuk mengetahui apakah metode pengembangan usaha 

yang selama ini digunakan telah sesuai. 

d) Sebagai alat untuk menentukan kebutuhan pengembangan 

usaha kedepan 

e) Sebagai alat promosi ataupun demosi bagi karyawan. 

3) Kriterian Strandar Kinerja : 

Dalam mengukur kinerja terdapat kriteria atauukuran yang 

digunakan. Kriteria tersebut adalah: 

a) Kuantitatif (seberapa banyak) →untuk 

menghitungkeluaran/menghasilkan kinerja dalam kurun 

waktutertentu. 

b) Kualitatif (seberapa baik), → untuk melakukanseberapa 

lengkap hasil yang dicapai, kriteria inimengemukakan 

akurasi, presisi, penampilan,kemanfaatan atau efektivitas. 

c) Ketepatan waktu pelaksanaan tugas → kriteria 

inimelukiskan penggunaan waktu yang efektif(efektivitas). 

d) Efektivitas penggunaan sumber daya organisasi →kriteria 

ini menunjukkan jumlah sumber daya yangdigunakan 

e) Cara melakukan pekerjaan → kriteria inimenunjukan sikap 

personal/prilaku karyawan dalammenyelesaikan 

pekerjaan.
69
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f) Efek atas suatu upaya → kriteria ini 

menunjukkan/mengekpresikan akhir yang diharapkan 

akandiperoleh. 

g) Metode melaksanakan tugas → kriteria inidigunakan jika 

ada aturan, prosedur standar untukmenyelesaikan sesuatu. 

h) Standar sejarah→ kriteria ini menunjukkanhubungan 

standar masa lalu dan masa kini yangdinyatakan lebih tinggi 

atau lebih rendah.
70
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